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PEMERINTAH  KABUPATEN  MAMASA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 6 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

KABUPATEN MAMASA 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAMASA, 

 

Menimbang : a. bahwa fungsi dan peran Kelembagaan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan otonomi 

daerah; 

  b. bahwa Kelembagaan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur 

pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik yakni bidang 

perpustakaan dan kearsipan daerah; 

  c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tidak 

mengatur kelembagaan perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Mamasa; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan 

Arsip Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

3890); 

  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4186); 

   4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 
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2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Npmor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 

 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741). 

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 

Bentuk Produk Hukum Daerah; 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran 

Daerah dan Berita Daerah; 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

     

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MAMASA 

dan 

BUPATI   MAMASA 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAMASA. 

 

 

 

BAB I 

K E T E N T U A N    U M U M 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa; 

2. Bupati adalah Bupati Mamasa; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan 

Eksekutif Daerah; 
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4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan Pemerintahan Kepala Daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

Peraturan Perundang – Undangan; 

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu 

Bupati; 

10. Perpustakaan adalah lembaga pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekaman secara 

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, dan rekreasi para pemustaka; 

11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan 

/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, 

diolah dan layangkan; 

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Bagian Pertama 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Mamasa; 

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan 

tugas pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya; 

(3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah; 

(4) Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

Bagian Kedua  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

 

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kantor Perpustakaan 

dan Arsip Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah di bidang perpustakaan dan arsip daerah; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan 

dan arsip daerah; 

c. Penyelenggaraan dan pembinaan program di bidang perpustakaan dan arsip daerah; 
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d. Pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari : 

a. Kepala Kantor; 

b. Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Perpustakaan; 

d. Seksi Kearsipan; 

e. Seksi Dokumentasi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagaimana tercantum 

pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Daerah ini; 

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

 

 

BAB IV 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

 

Pasal 5 

Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Sekretaris Daerah. 

 

 

Pasal 6 

 

(1) Jabatan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon 

III.a; 

(2) Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a; 

 

 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah 

dengan Peraturan Bupati; 

(2) Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 
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BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 8 

 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di 

luar pemerintah Kabupaten Mamasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Pasal 9 

 

(1) Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

(2) Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk dalam pelaksanaan tugas; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 

berkewajiban menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

 

 

Pasal 10 

 

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya di olah dan 

dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan; 

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula 

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

 

Perubahan dan pembuatan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah 

Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 

2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Kabupaten Mamasa  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. 

    

 

Ditetapkan di Mamasa 

pada tanggal 28 Oktober 2010 

   

BUPATI MAMASA, 

 

 

                ttd 

    

  

OBEDNEGO DEPPARINDING 

 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal 28 Oktober 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

 

 

                       ttd 

 

 

BENHARD BUNTUTIBOYONG 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 103 
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LAMPIRAN 
 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

KABUPATEN MAMASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI MAMASA, 

 

 

ttd 

 

OBEDNEGO DEPPARINDING 

KEPALA KANTOR 

KEPALA BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI 
PERPUSTAKAAN 

SEKSI 
KEARSIPAN 

SEKSI 
DOKUMENTASI 


